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GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG

KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2011
ERH GAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
= DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

~ TAHUN 2011 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT,

: a bahwa dalam rangka menampung kendaraan bermotor yang
belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun
2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011
Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 20
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2011 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat,
perlu diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
~ huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 14
: tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
5 Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011
Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
w Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa

abah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
ang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
ndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
st Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Umum dan 'l‘ala Cala Perpajakan Maqach Undang-
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 36);
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12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
39);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 56).

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
35 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
DARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 DALAM WILAYAH
DVINSI SULAWESI BARAT

Pasal 1

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011

omor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
g Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
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Pasal 2
ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
va dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 27 “gsmimzr 2011
GUBERNUR SULAWESI BARAT,/L

2011
PROVINSI SULAWESI BARAT

NSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR? 26
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